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ABSTRAK

Perkembangan pasar modal yang begitu pesat telah menarik banyak minat
masyarakat yang ingin memperoleh tambahan penghasilan. Tidak jarang
diantaranya melakukan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran
terhadap aturan di bidang pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu kecurangan tersebut adalah insider
trading. Banyak perkara-perkara insider trading yang terjadi di Indonesia tidak
jelas kelanjutan pemeriksaannya. Apabila insider trading terus saja dibiarkan
tanpa ada sanksi yang tegas menjadi tidak ada artinya. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 Teantang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu dugaan peristiwa insider
trading dapat dilakukan tindakan penyidikan. Hal tersebut menjadikan tidak jelas
apa yang menjadi tolak ukur dimulainya penyidikan atas suatu dugaan peristiwa
insider trading dan peran Otoritas Jasa Keuangan selaku penyidik tindak pidana
di bidang pasar modal dalam penegakan hukum terhadap insider trading di
Indonesia.

Kata Kunci : Insider Trading, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal. KATA
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ABSTRACT

The rapid development of the capital market has attracted a lot of interest from
people who want to earn more income. Some of them cheat or violate the rules of
capital markets with the aim of getting maximum profit. One such cheating is
insider trading. Many cases of insider trading that occurred in Indonesia did not
clear the continuation of the investigation. If insider trading continues to be left
without any strict sanctions it becomes meaningless. Based on Law Number 8 of
1995 About Capital Market and Law Number 21 of 2011 About The Financial
Services Authority, the Financial Services Authority is authorized to determine
whether an alleged insider trading event can be investigated or not. This makes it
unclear what is the starting point for an investigation for an alleged insider
trading event and the role of the Financial Services Authority as criminal
investigator for capital market within law enforcement against insider trading in
Indonesia.
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